HUKUM
BISNIS

Pada dunia bisnis yang dinamis dan serba cepat seperti
saat ini, memiliki pemahaman yang kuat tentang aspek
hukum adalah kunci keberhasilan bagi para wirausaha. Dalam
menjalankan sebuah bisnis, tidak hanya diperlukan visi yang
kuat dan strategi yang tepat, tetapi juga pemahaman yang
mendalam tentang kerangka hukum yang mengaturnya. Dari
perizinan hingga kontrak, dari hak kekayaan intelektual
hingga kewajiban terhadap karyawan, hukum bisnis
memberikan kerangka kerja yang penting bagi kelangsungan
dan pertumbuhan sebuah usaha. Buku ini bertujuan untuk
menyajikan sebuah panduan yang komprehensif bagi para
wirausaha yang ingin memahami pentingnya hukum dalam
mengelola bisnis mereka. Kami akan mengeksplorasi berbagai
aspek hukum yang relevan, termasuk peraturan yang
mengatur pendirian bisnis, perlindungan merek dagang,
tanggung jawab perusahaan, dan banyak lagi. Melalui
pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis, para
pemilik usaha dapat mengelola risiko dengan lebih efektif,
memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan
melindungi kepentingan bisnis mereka.

Buku ini membahas tentang Pengantar Hukum Bisnis,
Struktur Perusahaan dan Tanggung Jawab Hukum, Kontrak
Bisnis, Perlindungan Konsumen, Per;indungan Kekayaan
Intelektual, Regulasi Lingkungan dan Bisnis, Penyelesaian
Sengketa, Etika Bisnis dan Kepatuhan Hukum.
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Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f,
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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Kata Pengantar

egala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha
SEsa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya

sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul
Hukum Bisnis. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan
untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku
ini membahas tentang Pengantar Hukum Bisnis, Struktur
Perusahaan dan Tanggung Jawab Hukum, Kontrak Bisnis,
Perlindungan Konsumen, Per;indungan Kekayaan Intelektual,
Regulasi Lingkungan dan Bisnis, Penyelesaian Sengketa, Etika

Bisnis dan Kepatuhan Hukum.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca
ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat
mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan
datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada
semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku
ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif
bagi para pembaca.

Penulis, 27 April 2024
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Pendahuluan

ada dunia bisnis yang dinamis dan serba cepat seperti saat
P ini, memiliki pemahaman yang kuat tentang aspek hukum

adalah kunci keberhasilan bagi para wirausaha. Dalam
menjalankan sebuah bisnis, tidak hanya diperlukan visi yang kuat
dan strategi yang tepat, tetapi juga pemahaman yang mendalam
tentang kerangka hukum yang mengaturnya. Dari perizinan
hingga kontrak, dari hak kekayaan intelektual hingga kewajiban
terhadap karyawan, hukum bisnis memberikan kerangka kerja
yang penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan sebuah usaha.
Buku ini bertujuan untuk menyajikan sebuah panduan yang
komprehensif bagi para wirausaha yang ingin memahami
pentingnya hukum dalam mengelola bisnis mereka. Kami akan
mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk
peraturan yang mengatur pendirian bisnis, perlindungan merek
dagang, tanggung jawab perusahaan, dan banyak lagi. Melalui
pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis, para pemilik
usaha dapat mengelola risiko dengan lebih efektif, memastikan
kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan melindungi
kepentingan bisnis mereka.

Pada tahap ini, penting untuk menyadari bahwa hukum
bisnis bukanlah sekadar formalitas yang harus dipenuhi, tetapi
merupakan alat yang kuat untuk menciptakan fondasi yang kuat
bagi kesuksesan jangka panjang. Dengan mengetahui hak dan
kewajiban mereka, wirausaha dapat membuat keputusan yang
lebih tepat dan strategis, serta merancang strategi bisnis yang lebih
inovatif dan berdaya saing. Oleh karena itu, buku ini akan
memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum
bisnis dapat menjadi mitra yang tak tergantikan dalam
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membangun dan mengelola bisnis yang sukses. Dengan demikian,
marilah kita menjelajahi dunia hukum bisnis bersama-sama,
menemukan keterkaitan yang erat antara keberhasilan bisnis dan
pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang
mengaturnya. Dengan pengetahuan yang tepat dan sikap yang
proaktif, kita dapat menjadikan hukum sebagai alat yang kuat
untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis yang terus berubah
dan berkembang. Tetaplah bersama kami untuk menggali lebih
dalam tentang aspek-aspek kunci dalam hukum bisnis dan
bagaimana hal tersebut dapat membantu Anda mencapai tujuan
bisnis Anda dengan lebih efektif. Bersiaplah untuk menjadikan
hukum sebagai mitra strategis dalam perjalanan Anda menuju
kesuksesan dalam dunia bisnis yang penuh tantangan ini.
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Bab 1
PENGANTAR HUKUM BISN

11 Pengertian Hukum Bisnis

Sejak zaman kuno, manusia telah terlibat dalam kegiatan
perdagangan dan bisnis. Perdagangan lintas negara, perjanjian
dagang, dan transaksi komersial telah menjadi bagian integral dari
perkembangan peradaban manusia. Hukum bisnis berkembang
sebagai respons terhadap kompleksitas dan kebutuhan pengaturan
dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Dengan bertambahnya
jumlah pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti pemilik usaha,
investor, karyawan, konsumen, dan pemerintah, muncul
kebutuhan untuk melindungi kepentingan mereka. Hukum bisnis
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memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak dan
kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Pada perkembanganya, saat ini bisnis telah memasuki
globalisasi dan terkoneksi semua antar negara. Dalam globalisasi
dan interkoneksi ekonomi, sengketa antarbisnis atau antarindividu
dari berbagai negara menjadi lebih kompleks. Hukum bisnis
memberikan landasan untuk penyelesaian sengketa yang adil dan
efisien, sehingga memastikan kestabilan dalam lingkungan bisnis.
Regulasi yang jelas dan konsisten dalam hukum bisnis memberikan
kepastian kepada pelaku bisnis, investor, dan konsumen. Hal ini
mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, karena mereka dapat memperkirakan risiko dan
mengambil keputusan yang tepat secara bisnis. Dalam era
globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, bisnis dan
perdagangan tidak lagi terbatas oleh batas-batas geografis. Oleh
karena itu, regulasi dan hukum bisnis menjadi semakin penting
untuk mengatasi tantangan dan risiko yang timbul dalam
lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis.

Hukum bisnis, atau yang dikenal sebagai business law,
adalah cabang hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan
urusan atau kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan yang
berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, produksi, serta
penempatan uang. Dalam kerangka ini, hukum bisnis mencakup
berbagai aspek yang melibatkan aktivitas bisnis, baik itu dalam
skala kecil maupun besar (Sri Ka’bah & Hasan, 2024).

Pengertian dari Hukum bisnis adalah sistem hukum yang
mengatur bagaimana pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang,
industri, atau keuangan diatur, termasuk upaya penegakannya. Ini
mencakup aspek-aspek seperti produksi, pertukaran barang atau
jasa, serta pengelolaan uang yang dilakukan oleh para entrepreneur
dengan risiko tertentu dan dengan tujuan untuk mencapai
keuntungan (Vijayantera & Dewi, 2021).

Secara lebih rinci, hukum bisnis mengatur berbagai hal
seperti pembentukan dan struktur perusahaan, hak dan kewajiban
antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis,
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perlindungan hak kekayaan intelektual, perpajakan, kepailitan,
persaingan usaha, perlindungan konsumen, serta berbagai
peraturan lain yang berkaitan dengan operasi dan pengelolaan
bisnis. Selain itu, hukum bisnis juga mencakup aspek hukum yang
terkait dengan kegiatan investasi, seperti pengaturan tentang pasar
modal, peraturan tentang merger dan akuisisi, serta perjanjian
investasi lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa dalam setiap kegiatan bisnis,
para pengusaha atau entrepreneur diharapkan untuk
mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Oleh
karena itu, hukum bisnis juga memberikan kerangka kerja yang
mengatur tanggung jawab hukum dan risiko dalam setiap transaksi
atau kegiatan bisnis yang dilakukan.

1.2 Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum bisnis merupakan landasan atau dasar
pembentukan hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan
bisnis. Sumber hukum bisnis mencakup berbagai prinsip, aturan,
dan peraturan yang digunakan sebagai panduan bagi para pelaku
bisnis dalam menjalankan kegiatan mereka. Berikut adalah
penjelasan mengenai sumber-sumber hukum bisnis:

1. Asas Kontrak

Asas kontrak adalah prinsip dasar dalam hukum bisnis
yang menegaskan pentingnya perjanjian antara pihak-pihak yang
terlibat dalam transaksi bisnis. Asas ini menyatakan bahwa setiap
pihak harus mematuhi aturan yang telah disepakati dalam kontrak
atau perjanjian bisnis.

2. Asas Kebebasan Kontrak

Asas kebebasan kontrak menyatakan bahwa para pelaku
bisnis memiliki kebebasan untuk membuat dan menentukan isi
perjanjian sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini menunjukkan
bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis memiliki
otonomi dalam menetapkan syarat-syarat perjanjian.
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Secara umum, sumber-sumber hukum bisnis menurut

perundang-undangan meliputi:

Hukum Perdata (KUH Perdata)

Hukum perdata mengatur hubungan antara individu-individu
atau badan hukum dalam masyarakat. Ini mencakup peraturan
mengenai kontrak, tanggung jawab, ganti rugi, dan hal-hal lain
yang terkait dengan hubungan hukum antara individu.

Hukum Publik (Pidana Ekonomi/KUH Pidana)

Hukum publik mengatur hubungan antara individu dan
pemerintah atau negara. Dalam hukum bisnis, hukum pidana
ekonomi atau hukum pidana secara umum mengatur tindakan
kriminal yang terkait dengan kegiatan bisnis.

Hukum Dagang (KUH Dagang)

Hukum dagang mengatur kegiatan bisnis, perdagangan, dan
transaksi komersial. Ini mencakup aspek-aspek seperti
perusahaan, perjanjian dagang, surat berharga, dan hal-hal lain
yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.

Selain itu, menurut Munir Fuady, sumber hukum bisnis

juga dapat meliputi:

6

Perundang-undangan

Perundang-undangan merupakan kumpulan aturan yang terdiri
dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta ketentuan lain
yang mengatur hukum bisnis. Ini mencakup berbagai aspek
hukum vyang relevan dengan kegiatan bisnis, seperti
pembentukan perusahaan, kontrak, hak kekayaan intelektual,
perpajakan, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya.
Perundang-undangan ini menjadi landasan utama bagi para
pelaku bisnis untuk memahami dan mematuhi aturan hukum
yang berlaku dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka, serta
untuk menghindari risiko hukum yang mungkin timbul.
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= Perjanjian

Perjanjian merupakan kesepakatan yang dibuat antara pihak-
pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Kesepakatan ini
menjadi dasar hukum bagi hubungan bisnis mereka, mengatur
hak dan kewajiban serta menetapkan syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh masing-masing pihak. Perjanjian bisnis dapat
berupa kontrak tertulis maupun kesepakatan lisan, namun
dalam kedua kasus tersebut, perjanjian tersebut memiliki
kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat.
Dengan demikian, perjanjian memainkan peran penting dalam
memberikan kejelasan dan kepastian dalam hubungan bisnis,
serta menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa
jika terjadi ketidaksepakatan di antara para pihak.

» Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih
negara dan memiliki dampak yang signifikan pada kegiatan
bisnis lintas negara. Traktat ini menetapkan kewajiban-
kewajiban dan hak-hak antar negara-negara yang terlibat dalam
kesepakatan tersebut, serta mengatur berbagai aspek yang
berkaitan dengan perdagangan, investasi, perlindungan asing,
dan kerja sama ekonomi lainnya. Dengan demikian, traktat
menjadi landasan hukum yang penting dalam menjalankan
bisnis di lintas negara, karena mempengaruhi regulasi dan
kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut.

* Yurisprudensi

Yurisprudensi merujuk pada putusan-putusan pengadilan yang
telah menjadi preseden atau contoh dalam penyelesaian
sengketa bisnis. Putusan ini membentuk dasar hukum yang
menjadi acuan bagi kasus serupa di masa mendatang,
memberikan panduan bagi pengusaha dan ahli hukum dalam
memahami dan menafsirkan hukum yang relevan dalam ruang
lingkup bisnis. Dengan demikian, yurisprudensi memiliki peran
penting dalam membentuk kepastian hukum dan konsistensi
dalam pengambilan keputusan hukum terkait dengan bisnis.
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= Kebiasaan dan Doktrin Ahli Hukum

Kebiasaan dan doktrin ahli hukum merujuk pada norma-norma
yang berkembang dalam praktik bisnis dan pandangan-
pandangan yang diakui oleh para ahli hukum. Ini mencakup
aturan tidak tertulis yang menjadi kebiasaan dalam praktik
bisnis, serta pandangan-pandangan yang diterima dan diakui
oleh komunitas ahli hukum sebagai bagian dari interpretasi dan
aplikasi hukum dalam ruang lingkup bisnis. Dengan
memperhatikan kebiasaan dan doktrin ini, para pelaku bisnis
dapat memahami praktik-praktik yang diterima dalam industri
dan menghindari potensi konflik atau sengketa hukum.

Dengan memahami sumber-sumber hukum bisnis ini, para
pelaku bisnis dapat menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan
mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, serta mengelola risiko
hukum yang terkait dengan kegiatan bisnis mereka.

1.3 Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Ruang lingkup hukum bisnis merujuk pada area atau topik
yang diatur oleh hukum dalam kegiatan bisnis. Ruang lingkup ini
mencakup berbagai aspek penting yang terkait dengan operasi,
interaksi, dan transaksi bisnis. Berikut adalah beberapa komponen
utama dalam ruang lingkup hukum bisnis:

1. Pendirian dan Struktur Perusahaan

Pendirian dan struktur perusahaan merujuk pada proses
pembentukan dan organisasi badan hukum seperti perseroan
terbatas, firma, koperasi, dan sejenisnya. Hukum bisnis mengatur
berbagai tahapan, mulai dari pendirian hingga pengelolaan
perusahaan, termasuk proses registrasi, kepemilikan saham, serta
pengaturan struktur internal dan eksternal perusahaan (Zahra et
al., 2023).

2. Kontrak dan Transaksi

Hukum bisnis mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan
penyelesaian kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam
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transaksi bisnis. Kontrak dan transaksi mencakup pembelian,
penjualan, penyewaan, dan berbagai bentuk perjanjian komersial
lainnya.

3. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aspek penting yang
mendapat perlindungan hukum. Ini mencakup hak-hak seperti hak
cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Hukum bisnis
menetapkan prosedur untuk pendaftaran, penegakan, dan
penyelesaian sengketa terkait dengan HKI. Melalui perlindungan
hukum ini, pemegang hak kekayaan intelektual dapat memastikan
bahwa karyanya diakui, dilindungi, dan digunakan dengan tepat
oleh pihak lain, serta dapat menyelesaikan sengketa jika terjadi
pelanggaran terhadap hak-hak mereka (Tampi, 2020).

4. Hubungan Ketenagakerjaan

Hubungan ketenagakerjaan merujuk pada peraturan yang
mengatur hubungan antara pengusaha dan karyawan dalam
kegiatan bisnis. Ini meliputi berbagai aspek seperti ketentuan
tentang kontrak kerja, besaran upah, kondisi kerja, prosedur
pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak pekerja. Regulasi ini
bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang adil dan
seimbang antara kedua belah pihak serta memastikan
perlindungan hak-hak pekerja dalam lingkungan kerja.

5. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek
penting dalam hukum bisnis yang bertujuan untuk melindungi
konsumen dari praktik bisnis yang merugikan atau menyesatkan.
Hukum bisnis menetapkan berbagai persyaratan, seperti labeling
yang jelas, jaminan produk, serta melarang praktik penipuan
konsumen. Selain itu, hukum juga memberikan hak kepada
konsumen untuk mengembalikan barang yang cacat atau tidak
sesuai dengan yang dijanjikan. Dengan demikian, perlindungan
konsumen dalam hukum bisnis bertujuan untuk memastikan
bahwa konsumen dapat bertransaksi dengan aman dan
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mendapatkan perlakuan yang adil dari para pelaku bisnis (Sunanto
et al., 2024).

6. Pasar Modal dan Investasi

Pasar modal dan Investasi mencakup regulasi pasar modal,
perdagangan sekuritas, dan kegiatan investasi lainnya. Hukum
bisnis mengatur proses pendaftaran emisi sekuritas, transaksi pasar
modal, serta perlindungan investor.

7. Kepailitan dan Penyelesaian Sengketa

Hukum bisnis mengatur proses kepailitan, termasuk
pengajuan klaim, penyelesaian aset, dan distribusi hasil penjualan.
Selain itu, hukum bisnis juga mencakup proses penyelesaian
sengketa bisnis, baik melalui jalur pengadilan maupun alternatif
seperti mediasi dan arbitrase.

8. Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan mencakup regulasi yang mengatur
kewajiban perpajakan perusahaan dan individu dalam kegiatan
bisnis. Hukum bisnis mengatur pembayaran pajak, pelaporan, dan
proses penyelesaian sengketa perpajakan.

Ruang lingkup hukum bisnis sangat luas dan terus
berkembang seiring dengan perubahan dalam praktik bisnis dan
perkembangan ekonomi. Melalui regulasi dan penegakan hukum
yang efektif, hukum bisnis berperan dalam menciptakan
lingkungan bisnis yang adil, aman, dan berkelanjutan.

14 Fungsi Hukum Bisnis

Hukum dalam bisnis ada pastinya memiliki fungsi untuk
menanguni bisnis. Fungsi Hukum Bisnis sangatlah penting dalam
menjaga keberlangsungan dan kesehatan lingkungan bisnis
(Fatimah et al., 2022). Beberapa fungsi atau manfaat hukum bisnis
antara lain:
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1. Sebagai Sumber Informasi

Hukum bisnis dapat dijadikan sumber informasi yang
bermanfaat bagi semua pelaku bisnis. Ini memungkinkan mereka
untuk memahami regulasi yang berlaku dan hak serta kewajiban
yang dimiliki dalam praktik bisnis.

2. Penjelasan tentang Hak dan Kewajiban

Hukum bisnis memberikan penjelasan yang jelas tentang
hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Dengan pemahaman yang
lebih baik tentang aturan yang ada, pelaku bisnis dapat
membangun usaha mereka dengan mematuhi hukum yang
berlaku, sehingga mencegah adanya penyimpangan dan kerugian
bagi pihak-pihak terkait.

3. Membentuk Watak dan Perilaku

Hukum bisnis juga berperan dalam membentuk watak dan
perilaku pelaku bisnis. Melalui kepastian hukum yang diberikan,
diharapkan terwujudnya kegiatan bisnis atau usaha yang adil,
jujur, wajar, sehat, dan dinamis. Ini menciptakan lingkungan bisnis
yang stabil dan dapat dipercaya.

4. Melindungi Pihak-pihak yang Terlibat

Salah satu fungsi utama hukum bisnis adalah melindungi
pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, seperti pemilik
usaha, investor, karyawan, dan konsumen. Dengan adanya regulasi
yang jelas, hak-hak mereka dapat terlindungi dari praktik bisnis
yang merugikan atau tidak sah.

5. Menjaga Kestabilan dan Pertumbuhan Ekonomi

Hukum bisnis juga berperan dalam menjaga stabilitas dan
mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan kerangka
kerja yang dapat dipercaya, hukum bisnis menciptakan kepastian
bagi para pelaku bisnis untuk berinvestasi, berinovasi, dan
mengembangkan usaha mereka, sehingga berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, hukum bisnis memainkan peran yang
sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan
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lingkungan bisnis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.

1.5 Tujuan Hukum Bisnis

Hukum bisnis dibuat memiliki tujuan, tujuan hukum bisnis
sangatlah beragam dan meliputi berbagai aspek dalam rangka
menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan
(Juanda & Ali, 2022). Berikut adalah beberapa tujuan utama hukum
bisnis:

1. Menjamin Efisiensi dan Kelancaran Pasar

Salah satu tujuan utama hukum bisnis adalah untuk
memastikan bahwa mekanisme pasar beroperasi secara efisien dan
lancar. Hal ini mencakup pengaturan yang memfasilitasi
perdagangan yang adil, transparan, dan bebas persaingan yang
tidak sehat.

2. Perlindungan Terhadap Usaha

Hukum bisnis bertujuan untuk melindungi berbagai jenis
usaha, termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dari praktik bisnis
yang merugikan dan persaingan yang tidak sehat. Perlindungan ini
mencakup hak-hak kekayaan intelektual, hak kontrak, serta hak-
hak lain yang mendasar bagi keberlangsungan usaha (Noor et al.,
2021).

3. Perbaikan Sistem Keuangan dan Perbankan

Tujuan lain dari hukum bisnis adalah untuk membantu
memperbaiki dan mengatur sistem keuangan dan perbankan. Hal
ini termasuk regulasi yang mengatur kegiatan perbankan, transaksi
keuangan, serta pengaturan yang memastikan stabilitas sistem
keuangan.

4. Perlindungan Terhadap Pelaku Bisnis

Hukum bisnis bertujuan untuk memberikan perlindungan
terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau
bisnis, termasuk pemilik usaha, investor, karyawan, konsumen,
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dan pihak lainnya. Perlindungan ini mencakup hak-hak
kontraktual, hak-hak konsumen, serta tanggung jawab hukum atas
tindakan yang dilakukan dalam berbisnis.

5. Mewujudkan Bisnis yang Aman dan Adil

Tujuan akhir dari hukum bisnis adalah untuk mewujudkan
lingkungan bisnis yang aman, adil, dan dapat dipercaya bagi semua
pelaku bisnis. Hal ini mencakup penegakan hukum yang adil,
penyelesaian sengketa yang efisien, serta memastikan bahwa
praktik bisnis dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan
dan etika.

Dengan demikian, tujuan-tujuan ini bersama-sama
membentuk kerangka kerja yang mengatur dan mendukung
kegiatan bisnis dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang
sehat dan berkelanjutan.
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STRUKTUR PERUSAHAAN D
TANGGUNG JAWAB HUKUR®

2.1. Pengenalan Struktur Perusahaan

Struktur perusahaan merupakan fondasi organisasional
yang mendasari entitas bisnis dalam operasinya. Secara esensial,
struktur perusahaan menetapkan kerangka kerja yang mengatur
bagaimana perusahaan diorganisir, dijalankan, dan bertanggung
jawab atas kegiatan bisnisnya. Dalam konteks hukum bisnis,
pemahaman yang mendalam tentang struktur perusahaan
sangatlah penting karena berdampak pada tanggung jawab
hukum, perlindungan terhadap kekayaan pribadi, serta kewajiban
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pajak perusahaan. Definisi struktur perusahaan merujuk pada
organisasi internal dan kerangka kerja yang menetapkan
bagaimana perusahaan diorganisir, dijalankan, dan bertanggung
jawab atas operasinya (Gibson & Osborne, 2020). Ini mencakup
aspek legal, seperti status hukum perusahaan, serta struktur
operasional, termasuk hierarki manajemen dan pengambilan
keputusan.

2.1.1. Tujuan dan Manfaat Struktur Perusahaan dalam Konteks
Hukum Bisnis
Tujuan utama dari struktur perusahaan adalah untuk
memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan dalam
menjalankan operasinya. Dalam konteks hukum bisnis, struktur
perusahaan memiliki beberapa manfaat, termasuk:

¢ Menetapkan kejelasan dalam tanggung jawab hukum
perusahaan.

e Melindungi kekayaan pribadi pemilik atau pemegang saham
dari tanggung jawab perusahaan.

e Memlfasilitasi pengumpulan modal dan investasi dengan cara
yang efisien dan jelas.

e Menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan
untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Jenis-jenis Struktur Perusahaan:

Berbagai jenis struktur perusahaan memberikan kerangka
kerja yang berbeda dalam organisasi dan pengelolaan entitas bisnis.
Penjelasan mendalam tentang jenis-jenis ini adalah sebagai berikut:

e Perusahaan Perseorangan: Perusahaan perseorangan adalah
jenis struktur di mana bisnis dimiliki dan dijalankan sepenuhnya
oleh satu orang. Pemilik tunggal bertanggung jawab penuh atas
segala kewajiban dan keputusan bisnis. Karena tidak ada
pemisahan antara pemilik dan perusahaan, pemilik berisiko
secara pribadi atas kegagalan atau masalah hukum yang timbul
dalam bisnis.
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e Perseroan Terbatas (PT): Perseroan Terbatas (PT) adalah entitas
hukum yang terpisah secara legal dari pemiliknya. Pemiliknya
disebut sebagai pemegang saham, yang memiliki tanggung
jawab terbatas hanya terhadap jumlah modal yang mereka
investasikan dalam perusahaan. PT memberikan keamanan
hukum bagi pemegang saham dan memungkinkan
pengumpulan modal yang lebih besar daripada perusahaan
perseorangan.

e Koperasi: Koperasi adalah struktur perusahaan di mana bisnis
dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk keuntungan
bersama. Anggota memiliki tanggung jawab dan kekuasaan
yang sama dalam pengambilan keputusan dan berbagi
keuntungan. Koperasi cenderung menerapkan prinsip-prinsip
demokrasi dalam pengambilan keputusan dan sering kali
berfokus pada kepentingan anggota dan komunitas.

¢ Badan Usaha Lainnya: Selain perusahaan perseorangan, PT, dan
koperasi, terdapat juga berbagai jenis badan usaha lainnya. Ini
termasuk partnership, di mana dua atau lebih individu berbagi
tanggung jawab dan keuntungan; kemitraan terbatas, di mana
beberapa mitra memiliki keterbatasan tanggung jawab; dan
badan usaha non-profit, yang bertujuan untuk tujuan sosial atau
amal tanpa keuntungan finansial.

2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Struktur
Perusahaan

Pemilihan struktur perusahaan merupakan keputusan
krusial yang mempengaruhi berbagai aspek operasional, hukum,
dan keuangan suatu entitas bisnis (Ross et al., 2003). Sejumlah
faktor menjadi pertimbangan utama dalam proses ini, yang
meliputi pertimbangan hukum, pajak, operasional, dan keuangan.

2.2.1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan faktor krusial yang harus
dipertimbangkan dalam pemilihan struktur perusahaan. Tiap jenis
struktur perusahaan membawa implikasi hukum yang berbeda,
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termasuk dalam proses pendiriannya, tanggung jawab hukum, dan
perlindungan hukum bagi pemilik atau pemegang saham.

Perseroan Terbatas (PT) memiliki keberadaan yang terpisah
secara hukum dari pemiliknya. Ini berarti bahwa PT dianggap
sebagai entitas hukum yang mandiri, sehingga pemilik atau
pemegang saham tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas
kewajiban atau utang perusahaan tersebut. Hal ini memberikan
perlindungan hukum yang penting bagi pemilik atau pemegang
saham.

Tidak ada pemisahan yang jelas antara bisnis dan
pemiliknya dalam perusahaan perseorangan, maka pemilik bisnis
akan memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi atas semua
kewajiban perusahaan, termasuk utang dan klaim hukum. Ini
menempatkan pemilik dalam risiko yang lebih tinggi secara
pribadi, karena harta pribadinya dapat digunakan untuk
membayar kewajiban bisnis.

Dalam pemilihan struktur perusahaan, penting bagi pemilik
atau calon pengusaha untuk memahami konsekuensi hukum dari
masing-masing opsi. Memperoleh nasihat hukum yang tepat
sangat penting dalam memastikan bahwa struktur perusahaan
yang dipilih sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memberikan
perlindungan hukum yang optimal bagi para pemangku
kepentingan.

2.2.2. Pertimbangan Pajak

Aspek pajak memegang peranan krusial dalam pemilihan
struktur perusahaan. Tiap struktur perusahaan membawa
implikasi pajak yang berbeda, termasuk tarif pajak yang berlaku
dan insentif pajak yang mungkin tersedia.

Sebagai contoh, Perseroan Terbatas (PT) dalam beberapa
yurisdiksi mungkin dapat menikmati tarif pajak yang lebih rendah
atau fasilitas pajak khusus yang tidak tersedia bagi struktur
perusahaan lainnya. Ini dapat menjadi keuntungan signifikan bagi
pemilik bisnis, karena dapat mengurangi beban pajak perusahaan
dan meningkatkan keuntungan bersih yang dapat digunakan
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untuk pengembangan bisnis lebih lanjut atau distribusi kepada
pemegang saham.

Beberapa struktur perusahaan mungkin memberikan
fleksibilitas dalam perencanaan pajak yang lebih baik. Misalnya,
dalam beberapa kasus, perusahaan koperasi dapat memperoleh
perlakuan pajak khusus yang menguntungkan anggotanya.

Implikasi pajak dari setiap struktur perusahaan dapat
berbeda berdasarkan yurisdiksi hukum tempat perusahaan
tersebut beroperasi. Oleh karena itu, dalam pemilihan struktur
perusahaan, dianjurkan bagi pemilik bisnis untuk memperoleh
saran pajak yang tepat dari profesional yang berkualifikasi, agar
dapat memahami konsekuensi pajak yang sesuai dengan situasi
bisnis mereka.

2.2.3. Pertimbangan Operasional

Pertimbangan operasional merupakan faktor penting dalam
pemilihan struktur perusahaan. Ini mencakup berbagai faktor yang
memengaruhi bagaimana bisnis dijalankan sehari-hari, seperti
fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, struktur manajemen,
dan kompatibilitas dengan model bisnis yang dijalankan.

Struktur perusahaan yang dipilih harus mampu memenuhi
kebutuhan operasional bisnis dengan efektif. Sebagai contoh, dalam
perusahaan yang memerlukan fleksibilitas dalam pengambilan
keputusan dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar, struktur
perusahaan yang memiliki proses pengambilan keputusan yang
terdesentralisasi mungkin lebih sesuai. Di sisi lain, dalam
perusahaan dengan skala operasi yang besar dan kompleks,
struktur perusahaan dengan hierarki manajemen yang jelas dan
terstruktur mungkin lebih efisien dalam mengkoordinasikan
aktivitas bisnis.

Struktur perusahaan juga harus kompatibel dengan model
bisnis yang dijalankan. Sebagai contoh, dalam bisnis yang
menekankan inovasi dan eksperimen, struktur perusahaan yang
memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam pengembangan
produk atau layanan mungkin lebih sesuai. Sementara itu, dalam
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bisnis yang menekankan efisiensi operasional dan standarisasi
proses, struktur perusahaan yang memiliki kontrol yang ketat dan
standar operasional yang jelas mungkin lebih cocok.

Pemilihan struktur perusahaan yang tepat akan membantu
memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi secara efisien dan
efektif sesuai dengan strategi pertumbuhan dan pengembangan
jangka panjang yang ditetapkan.

2.2.4. Pertimbangan Keuangan

Pertimbangan keuangan menjadi salah satu aspek kunci
yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan struktur
perusahaan. Ini meliputi berbagai hal, mulai dari kemampuan
untuk mengumpulkan modal hingga pengelolaan utang, serta
optimasi struktur modal perusahaan.

Pertimbangan wutama dalam pertimbangan keuangan
adalah kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan modal.
Struktur perusahaan yang dipilih harus mampu mendukung upaya
perusahaan dalam mengumpulkan dana yang diperlukan untuk
operasi dan pertumbuhan bisnis. Misalnya, perusahaan yang
berencana untuk mengumpulkan modal dari investor eksternal
mungkin lebih memilih struktur perusahaan yang dapat
menawarkan saham kepada publik, seperti perseroan terbatas. Di
sisi lain, perusahaan yang ingin mempertahankan kendali
kepemilikan dan tidak bergantung pada investor eksternal
mungkin memilih struktur perusahaan yang lebih tertutup, seperti
perusahaan perseorangan atau kemitraan.

Pengelolaan utang juga menjadi pertimbangan penting.
Struktur perusahaan yang dipilih harus mampu mengakomodasi
kebutuhan perusahaan dalam mengelola utang, termasuk
pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Struktur yang tepat dapat
membantu mengurangi risiko kebangkrutan dan memberikan
fleksibilitas keuangan yang diperlukan bagi pertumbuhan bisnis.

Optimasi struktur modal juga merupakan pertimbangan
penting dalam pemilihan struktur perusahaan. Struktur modal
yang optimal akan membantu perusahaan mencapai keseimbangan
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yang tepat antara modal ekuitas dan modal utang, yang dapat
memaksimalkan nilai perusahaan dan mengurangi biaya
keuangan.

2.3. Tanggung Jawab Hukum dalam Struktur Perusahaan

Tanggung jawab hukum dalam struktur perusahaan
merupakan aspek penting yang mengatur kewajiban dan tanggung
jawab entitas hukum serta individu yang terlibat dalam kegiatan
perusahaan. Dalam konteks ini, ada tiga tingkatan tanggung jawab
yang perlu dipahami secara mendalam, yaitu tanggung jawab
individu pemilik atau pemegang saham, tanggung jawab direksi
dan manajemen perusahaan, serta tanggung jawab perseroan
sebagai entitas hukum.

2.3.1. Tanggung Jawab Individu Pemilik atau Pemegang Saham

Pada tingkat ini, individu pemilik atau pemegang saham
bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh
perusahaan. Dalam struktur perusahaan tertentu, seperti
perusahaan perseorangan atau kemitraan, pemilik pribadi dapat
memiliki tanggung jawab pribadi atas hutang dan kewajiban
perusahaan (Boukattaya et al., 2021). Sementara itu, dalam
perusahaan yang lebih besar seperti perseroan terbatas (PT),
tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada jumlah
modal yang disetorkan.

2.3.2. Tanggung Jawab Direksi dan Manajemen Perusahaan

Direksi dan manajemen perusahaan memiliki tanggung
jawab yang signifikan terhadap keputusan dan tindakan yang
diambil untuk kepentingan perusahaan. Mereka memiliki
kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik,
berdasarkan kepentingan perusahaan dan stakeholder-nya.
Tanggung jawab mereka termasuk mematuhi undang-undang dan
peraturan yang berlaku serta menjaga keuangan dan reputasi
perusahaan.
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2.3.3. Tanggung Jawab Perseroan sebagai Entitas Hukum

Perseroan sebagai entitas hukum memiliki tanggung
jawabnya sendiri, terpisah dari individu-individu yang terlibat
dalam operasional perusahaan. Ini berarti perseroan dapat dituntut
secara hukum dan memiliki kewajiban untuk mematuhi semua
peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Tanggung jawab perseroan mencakup pembayaran pajak,
pemenuhan kontrak, dan tanggung jawab terhadap kerugian yang
disebabkan oleh kegiatan perusahaan.

2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis

Dalam konteks hukum bisnis, prinsip-prinsip tanggung
jawab hukum adalah pedoman atau aturan moral yang mengatur
perilaku perusahaan dan individu-individu yang terlibat dalam
operasinya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa
perusahaan bertindak secara etis, mematuhi hukum yang berlaku,
dan bertanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan
ekonomi dari kegiatan bisnisnya.

2.4.1. Prinsip-prinsip Etika Bisnis yang Mempengaruhi
Tanggung Jawab Hukum
Prinsip-prinsip etika bisnis merupakan landasan bagi
perilaku perusahaan dan memengaruhi bagaimana mereka
menjalankan tanggung jawab hukumnya. Beberapa prinsip etika
bisnis yang mempengaruhi tanggung jawab hukum antara lain:

e Integritas: Perusahaan diharapkan untuk bertindak dengan
jujur dan adil dalam semua aspek bisnisnya, sehingga
meminimalkan risiko pelanggaran hukum.

e Transparansi: Mengungkapkan informasi secara jelas dan tepat
waktu kepada para pemangku kepentingan dapat memperkuat
kepercayaan dan mengurangi risiko hukum terkait dengan
praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal.

e Kepatuhan Hukum: Perusahaan harus mematuhi semua
peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam lingkungan
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operasinya, dan secara aktif memastikan bahwa kepatuhan
tersebut dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi.

¢ Perlindungan Konsumen: Menghormati hak dan kepentingan
konsumen, seperti memberikan informasi yang jelas tentang
produk dan layanan, adalah aspek penting dari tanggung jawab
hukum perusahaan.

2.4.2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(Corporate Social Responsibility/CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah konsep
yang menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab
yang lebih luas selain mencari keuntungan finansial, yaitu terhadap
masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Prinsip-prinsip CSR yang
mempengaruhi tanggung jawab hukum dalam bisnis antara lain:

e Pemeliharaan Lingkungan: Perusahaan diharapkan untuk
mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, serta
mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan yang sesuai
dengan peraturan lingkungan yang berlaku.

e Keterlibatan Masyarakat: Berpartisipasi aktif dalam
pembangunan komunitas lokal, mendukung inisiatif sosial, dan
memperhatikan kebutuhan masyarakat adalah bagian integral
dari tanggung jawab hukum perusahaan.

e Pengelolaan Risiko Sosial: Mengidentifikasi dan mengelola
risiko sosial seperti pelanggaran hak asasi manusia atau
ketidaksetaraan gender, merupakan komponen penting dalam
memenuhi tanggung jawab hukum perusahaan.

2.4.3. Implikasi Praktis dalam Penegakan Tanggung Jawab
Hukum

Penegakan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam
praktik bisnis melibatkan serangkaian langkah yang penting untuk
memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan etika
yang berlaku. Implementasi kebijakan internal yang sesuai dengan
peraturan hukum dan norma-norma etika adalah langkah awal
yang krusial. Kebijakan semacam itu harus mencakup prosedur
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yang jelas untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil
oleh perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab
hukum (Velasquez, 2014). Misalnya, kebijakan etika bisnis yang
melarang korupsi atau diskriminasi.

Pemantauan kinerja perusahaan terhadap prinsip-prinsip
tanggung jawab hukum merupakan tahap berkelanjutan dalam
memastikan kepatuhan. Hal ini bisa dilakukan melalui audit
internal atau eksternal, evaluasi kinerja, dan mekanisme pelaporan
yang transparan. Dengan adanya sistem pemantauan yang efektif,
perusahaan dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran dan
mengambil tindakan korektif sebelum masalah berkembang
menjadi lebih serius.

Keterlibatan dalam proses hukum menjadi penting jika
perusahaan dihadapkan pada situasi di mana prinsip-prinsip
tanggung jawab hukum telah dilanggar atau jika terdapat tuntutan
hukum terhadap perusahaan. Ini dapat melibatkan bekerja sama
dengan pengacara atau konsultan hukum untuk merumuskan
strategi yang tepat dalam menanggapi tuntutan hukum, serta
memastikan bahwa perusahaan memiliki representasi yang
memadai di pengadilan.

Perusahaan juga dapat mengambil langkah proaktif dengan
mengadopsi standar internasional seperti ISO 26000 tentang
tanggung jawab sosial perusahaan. ISO 26000 memberikan
panduan tentang prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang dapat
membantu perusahaan mematuhi prinsip-prinsip tanggung jawab
hukum dalam bisnis. Dengan menerapkan standar internasional
ini, perusahaan dapat memperkuat reputasi mereka sebagai entitas
yang bertanggung jawab secara sosial dan memperoleh
kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.
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ETIKA BISNIS
DAN KEPATUHAN HUKUM

8.1 Etika Bisnis

8.1.1 Integritas

Integritas dalam etika bisnis memainkan peran penting
dalam membentuk fondasi kepercayaan antara perusahaan,
pelanggannya, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya
(Archie & Carroll, 2014). Hal ini mengacu pada praktik
menjalankan bisnis dengan kejujuran dan transparansi,
memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan diambil dengan
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cara yang adil dan jujur. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari
integritas dalam etika bisnis:

1. Kejujuran dalam Komunikasi

Menyediakan informasi yang akurat dan lengkap tentang
produk atau layanan, termasuk potensi risiko, manfaat, dan
ketentuan penggunaan. Komunikasi yang jujur membangun
kepercayaan dan kredibilitas dengan pelanggan.

2. Transparansi Keuangan

Melibatkan pembukaan informasi keuangan perusahaan
kepada pemangku kepentingan secara terbuka dan jujur, termasuk
laporan keuangan, pajak, dan transaksi. Transparansi keuangan
membantu membangun kepercayaan dengan investor, kreditur,
dan pasar.

3. Pengambilan Keputusan yang Adil

Mengambil keputusan bisnis berdasarkan evaluasi objektif
dari semua fakta relevan, tanpa memihak atau diskriminasi. Hal ini
mencakup praktik perekrutan, promosi, dan kompensasi karyawan
yang adil serta pengambilan keputusan pembelian dan penjualan
yang etis.

4. Penghormatan terhadap Hak-hak Pihak Terkait

Menghormati hak dan kepentingan semua pihak yang
terlibat dalam atau dipengaruhi oleh operasi bisnis, termasuk
pelanggan, karyawan, komunitas, dan lingkungan.

5. Penolakan terhadap Korupsi

Berkomitmen untuk menolak segala bentuk korupsi, suap,
dan praktik tidak etis lainnya dalam semua transaksi bisnis dan
interaksi dengan pemerintah, pemangku kepentingan, dan pihak
ketiga.

6. Tanggung Jawab Produk

Bertanggung jawab atas kualitas, keamanan, dan keandalan
produk atau layanan yang ditawarkan, serta memberikan
dukungan yang memadai untuk produk atau layanan tersebut.
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7. Pengelolaan Konflik Kepentingan

Mengidentifikasi dan mengelola dengan tepat setiap konflik
kepentingan yang mungkin muncul, baik internal maupun
eksternal, untuk memastikan bahwa semua keputusan bisnis
diambil dengan kepentingan terbaik perusahaan.

Integritas dalam etika bisnis tidak hanya membantu
membangun reputasi yang baik di mata publik tetapi juga
berkontribusi pada penciptaan lingkungan kerja yang positif dan
produktif, memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan
berkembang secara berkelanjutan. Praktik bisnis yang integritas
menjadi faktor diferensiasi penting yang dapat menarik pelanggan,
karyawan, dan investor yang berharga.

8.1.2 Keadilan

Keadilan dalam etika bisnis mengacu pada prinsip
memperlakukan semua individu dan entitas dengan keadilan,
kesetaraan, dan tanpa diskriminasi. Hal ini adalah salah satu
prinsip fundamental yang menentukan bagaimana sebuah
perusahaan berinteraksi dengan para pemangku kepentingannya,
termasuk karyawan, pelanggan, pesaing, dan masyarakat luas.
Berikut ini adalah beberapa aspek kunci dari keadilan dalam
konteks bisnis:

e Keadilan terhadap Karyawan

— Menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan
mendukung.

— Memastikan kesetaraan peluang dalam hal rekrutmen,
promosi, dan pengembangan karier.

— Memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan
pekerjaan yang dilakukan, serta mengakui dan memberi
penghargaan atas kontribusi mereka.

— Mendengarkan dan menghargai masukan dari karyawan
serta menangani keluhan dengan objektif dan adil.

e Keadilan terhadap Pelanggan

— Menawarkan produk atau layanan yang berkualitas, aman,

dan sesuai dengan deskripsi serta janji perusahaan.
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— Memastikan harga yang ditetapkan adil dan transparan,
tanpa menyembunyikan biaya atau informasi penting
lainnya.

— Menanggapi keluhan dan pertanyaan pelanggan dengan
cepat dan adil, berusaha menyelesaikan masalah dengan cara
yang memuaskan kedua belah pihak.

e Keadilan terhadap Pesaing

— Berkompetisi di pasar dengan cara yang etis dan adil,
menghindari praktik tidak adil seperti pencemaran nama
baik, penggunaan informasi rahasia secara tidak sah, atau
manipulasi pasar.

— Menghormati hak kekayaan intelektual pesaing dan
menghindari plagiarisme.

— Berpartisipasi dalam praktik bisnis yang meningkatkan
integritas dan keadilan dalam industri.

¢ Keadilan dalam Masyarakat

— Berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan dengan cara
yang positif, memastikan operasi bisnis tidak merugikan
masyarakat setempat atau lingkungan.

— Berinvestasi dalam praktik keberlanjutan dan tanggung
jawab sosial perusahaan yang menguntungkan tidak hanya
perusahaan tetapi juga masyarakat dan lingkungan.

Keadilan dalam bisnis tidak hanya membangun
kepercayaan dan loyalitas dari karyawan dan pelanggan tetapi juga
membantu dalam menciptakan reputasi positif dan berkelanjutan
untuk perusahaan (Crane et al., 2019). Mengarah pada kinerja bisnis
yang lebih baik dalam jangka panjang, memungkinkan perusahaan
untuk bertahan dalam persaingan pasar yang ketat dan
memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab
dan etis dalam industri.
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8.2 Kepatuhan Hukum

8.2.1 Peraturan Perundang-undangan

Kepatuhan hukum merupakan aspek krusial dalam
menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan etis. Setiap
perusahaan, tanpa memandang ukuran atau sektor industri,
diwajibkan untuk mengikuti kerangka hukum yang berlaku
termasuk peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan
yakni lokal, nasional, dan internasional. Berikut adalah beberapa
poin penting terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan meliputi, memahami dan mematuhi hukum dan
peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah atau kota. Ini
bisa mencakup peraturan zonasi, standar kebersihan, dan
ketentuan tenaga kerja lokal. Kerap kali, bisnis harus mendapatkan
izin atau lisensi khusus dari otoritas lokal untuk beroperasi.

Mengikuti hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat, yang mencakup aspek-aspek seperti pajak,
tenaga kerja, keamanan produk, perlindungan konsumen, dan
lingkungan. Kepatuhan terhadap standar nasional seperti kode etik
industri, standar kualitas, dan ketentuan perlindungan data
pribadi. Untuk bisnis yang beroperasi di lebih dari satu negara atau
yang terlibat dalam perdagangan internasional, penting untuk
mengikuti hukum internasional yang relevan. Hal ini termasuk
perjanjian perdagangan, regulasi impor-ekspor, dan hukum tenaga
kerja  internasional. =Memahami dan mematuhi standar
internasional seperti ISO dan standar industri khusus yang berlaku
secara global.

Kepatuhan hukum membantu menghindari denda, sanksi,
dan konsekuensi hukum lainnya yang dapat merugikan secara
finansial dan merusak reputasi bisnis (Trevino & Nelson, 2021).
Bisnis yang dikenal mematuhi hukum membangun kepercayaan
dengan pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Memahami dan
mengimplementasikan kepatuhan hukum secara proaktif dapat
membantu mencegah risiko hukum dan keuangan di masa depan.
Proses kepatuhan sering kali mengharuskan bisnis untuk meninjau
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dan memperbaiki prosedur internalnya, yang dapat meningkatkan
efisiensi operasional.

Untuk memastikan kepatuhan hukum, perusahaan perlu
menetapkan sistem internal untuk memantau kepatuhan hukum,
yang mungkin mencakup pembentukan departemen hukum atau
pengangkatan seorang officer kepatuhan. Memberikan pelatihan
reguler kepada karyawan mengenai hukum dan regulasi yang
relevan dengan operasi bisnis. Melakukan audit dan review
kepatuhan secara berkala untuk memastikan bahwa semua operasi
bisnis tetap sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Melakukan bisnis dengan kepatuhan hukum tidak hanya
merupakan kewajiban legal tetapi juga elemen penting dalam
membangun bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

8.2.2 Standar Industri

Mematuhi standar industri adalah bagian integral dari
kepatuhan hukum dan etika bisnis. Standar ini ditetapkan oleh
asosiasi industri, badan pengatur, atau organisasi standarisasi
profesional dan dirancang untuk memastikan kualitas,
keselamatan, dan keandalan produk atau layanan (Ferrell et al.,
2008). Membantu dalam memfasilitasi perdagangan yang adil dan
persaingan yang sehat di pasar. Berikut adalah beberapa aspek
penting dari kepatuhan terhadap standar industri:

e Standar industri sering kali mencakup spesifikasi teknis, praktik
terbaik, dan pedoman keselamatan yang harus diikuti
perusahaan untuk memastikan produk atau layanannya
memenuhi tingkat kualitas tertentu dan aman untuk konsumen.

e Dengan mengadopsi standar yang diakui secara luas,
perusahaan dapat memastikan produk atau layanannya dapat
bersaing di pasar global, memudahkan perdagangan lintas
batas, dan mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan.

e Standar dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi
operasional dengan menyediakan kerangka kerja untuk proses
manufaktur, manajemen kualitas, dan kontrol lingkungan.
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Kepatuhan terhadap standar industri menunjukkan komitmen
perusahaan terhadap kualitas dan dapat membantu
membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Di beberapa sektor, standar industri mungkin diadopsi oleh
badan pengatur sebagai bagian dari regulasi legal, menjadikan
kepatuhan terhadap standar tersebut bukan hanya masalah
pilihan, tetapi keharusan legal.

Langkah-langkah untuk Mematuhi Standar Industri:

Identifikasi Standar yang Relevan

Mempelajari dan mengidentifikasi standar industri yang relevan
dengan operasi bisnis termasuk standar internasional, nasional,
atau spesifik sektor.

Penilaian dan Gap Analysis

Melakukan penilaian untuk menentukan sejauh mana operasi
bisnis sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan
identifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Implementasi dan Pemantauan

Menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memenuhi
standar dan monitor secara berkala untuk memastikan
kepatuhan yang berkelanjutan.

Sertifikasi

Dalam beberapa kasus, mungkin perlu untuk mendapatkan
sertifikasi dari badan akreditasi yang diakui untuk
membuktikan kepatuhan terhadap standar industri tertentu.

Pelatihan Karyawan

Memastikan karyawan mendapatkan pelatihan yang memadai
tentang standar yang berlaku dan pentingnya mematuhi standar
tersebut dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

Mematuhi standar industri bukan hanya tentang memenuhi

kewajiban legal tetapi adalah investasi dalam Kkualitas,
keberlanjutan, dan reputasi jangka panjang bisniss.
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8.3 Sinergi antara Etika Bisnis dan Kepatuhan Hukum

Tabel 8.1 Sinergi atara etika bisnis dan kepatuhan hukum serta

contohnya
Aspek Etika Bisnis Kepatuhan Contoh
Hukum
Perusahaan A
secara terbuka
il
Membangun Mematubhi berbagi ?poran
. keberlanjutan
Reputasi dan | kepercayaan peraturan dan .
. . yang detail,
Kepercayaan melalui transparansi | standar hukum .
. . sementara juga
dan integritas yang berlaku .
memenuhi
semua regulasi
lingkungan
Perusahaan B
mengadakan
pelatihan etika
Mencegah bagi
. . karyawannya
Menghindari pelanggaran
. . . untuk mencegah
Pengelolaan perilaku tidak etis hukum yang . .
. . korupsi, sambil
Risiko yang dapat mengakibatkan .
. - memastikan
menimbulkan risiko | denda atau
) semua
sanksi .
operasinya
memenuhi
standar hukum
antikorupsi
Perusahaan C
berinvestasi
dalam teknologi
ramah
Menerapkan praktik | Memenuhi lingkungan dan

Keberlanjutan

berkelanjutan dan

regulasi terkait

membantu

tanggung jawab lingkungan dan komunitas lokal,
sosial sosial sejalan dengan
kepatuhan
terhadap regulasi
pengurangan
emisi
Mendorong inovasi Menghormati Perusahaan D
Inovasi yang hukum paten mengembangkan
mempertimbangkan | dan hak cipta, produk baru yang
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adil dan hormat

dampak sosial dan mempromosikan | ramah
lingkungan inovasi yang lingkungan
legal dengan paten
yang sah,
mendorong
inovasi tanpa
melanggar hak
kekayaan
intelektual orang
lain
Mematuhi Perusahaan E
menerapkan
hukum " . .
. kebijakan inklusi
Memperlakukan ketenagakerjaan
Hubungan yang kuat dan
. karyawam dengan termasuk
Kerja membayar upah

keselamatan
kerja dan upah
minimum

yang adil,
melebihi standar
minimum legal

Pada tabel di atas menunjukkan bagaimana etika bisnis dan

kepatuhan

hukum bekerja

secara

komplementer

untuk

membangun fondasi bisnis yang kuat dan bertanggung jawab
(Weiss, 2021). Melalui sinergi ini, perusahaan tidak hanya
memenuhi ekspektasi hukum tetapi juga menetapkaan standar
yang lebih tinggi dalam praktik bisnis, yang pada gilirannya
meningkatkan reputasi, keberlanjutan, inovasi, dan hubungan kerja

yang sehat.
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Kesimpulan

ada bisnis modern, pemahaman yang kuat tentang hukum
P bisnis menjadi kunci keberhasilan. Buku ini telah

menguraikan beberapa aspek penting dalam hukum bisnis,
mulai dari pembahasan mengenai kontrak bisnis hingga tanggung
jawab dan kewajiban yang terkait. Kontrak bisnis merupakan
fondasi dari hubungan bisnis yang sukses, dan telah dijelaskan
bagaimana persetujuan, deskripsi produk atau layanan,
pembayaran, serta penyelesaian sengketa menjadi bagian integral
dari pembentukan kontrak yang kuat dan sah secara huku m. Selain
itu, buku ini juga membahas pentingnya pemahaman tentang
prosedur pembatalan atau pemutusan kontrak, serta konsekuensi
hukum yang terkait dengan tindakan tersebut. Disamping itu,
perubahan pada kontrak juga merupakan hal yang biasa dalam
lingkungan bisnis yang dinamis, dan telah diuraikan bagaimana
ketentuan perubahan pada kontrak harus diatur secara jelas dan
terstruktur untuk memastikan perubahan dapat diterapkan dan
berlaku dengan efektif.

Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang
hukum bisnis adalah suatu keharusan bagi setiap individu atau
entitas yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Dengan memiliki
pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek hukum yang terkait
dengan kontrak, pembayaran, perubahan, dan pembatalan kontrak,
pelaku bisnis dapat meminimalkan risiko hukum, mengelola
sengketa dengan lebih efektif, dan membangun hubungan bisnis
yang kuat dan saling percaya. Dengan demikian, penerapan
prinsip-prinsip hukum bisnis yang tepat dapat menjadi kunci
kesuksesan dalam mencapai tujuan bisnis yang diinginkan.
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